KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2/Kpts/KPU-Kab-003.435002,/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat ...




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemillhan Umum, Xomisi
Pemilihan Umum Proviinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008 Pedoman Teknis
Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Hasil Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon
Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman tanggal 8 Maret 2017;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG  PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Menetapkan Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman;

Tugas Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
adalah:

1. Melakukan verifikasi dokumen calon pengganti
antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Padang
Pariaman;

2. Menyampaikan nama calon pengganti antarwakiu
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Padang
Pariaman

3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten ...



Kabupaten Padang Pariaman dengan masa tugas selama
1 (satu) bulan pelaksanaan kegiatan, yaitu bulan Maret
2017;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141
Tahun Anggaran 2017,
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 10 Maret 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Salinan sesuai dengan aslinya Kabupaten Padang Pariaman,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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